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PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

ABSTRAK :

bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan pengelolaan keuangan daerah,
maka perlu dilakukan perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah : UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15
Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
UU No. 9 Tahun 2015; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan UU No.9 Tahun 2015;UU No. 30 Tahun 2014; PP No.48 Tahun 1982; PP No.27
Tahun 2014; PP Rl No.18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No0.87 Tahun
2014; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinnya
dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No0.80 Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI No0.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI
No.19 Tahun 2016; PERDA No.4 Tahun 2016; PERDA No.12 Tahun 2017; PERDA No.6
Tahun 2018; PERDA No.2 Tahun 2019; PERWALI No.45 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Walikota ini memuat mengenai Perubahan PERWALI BLITAR No.45
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat.

CATATAN :

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari
2020
Peraturan Walikota Nomor No.45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan

8 Halaman.




